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Abstract:  

In the midst of the dynamics of the country's development, the Human 

Development Index (HDI) is an important indicator for measuring the 

success and quality of people's lives. This research aims to determine and 

analyze the influence of government spending in the education and health 

sectors on the Human Development Index (HDI) in Bandung City in 2013-

2022. In this research, the method used is multiple linear regression. 

Based on the research results, it shows that the Bandung city government's 

partial expenditure on the education sector and government expenditure 

on the health sector have a positive and significant effect on HDI. Then, 

simultaneously or concurrently, government spending on education and 

health has a significant effect on the HDI in the Bandung City sector in 

the 2013-2022 period. Budget allocation policies, especially in the 

Education and Health sectors, have increased which has resulted in the 

human development index in the city of Bandung also increasing every 

year. Government budget allocations in education aim to increase access 

to knowledge and skills, while spending on health aims to provide access 

to health services to improve community welfare. Both contribute to 

increasing the human development index in Bandung City. 
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Abstrak:  

Di tengah dinamika pembangunan negara, Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dan 

kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisa pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan 

kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota 

Bandung pada tahun 2013-2022. Pada penelitian ini metode yang 

digunakan adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian 

menujukkan secara parsial pengeluaran pemerintah kota Bandung pada 

sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah pada sektor Kesehatan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Kemudian secara 

simultan atau bersamaan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan 

kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM Kota Bandung pada 

periode 2013-2022. Kebijakan pengalokasian anggaran khususnya pada 

sektor Pendidikan dan Kesehatan mengalami peningkatan yang 

mengakibatkan indeks Pembangunan manusia di kota bandung setiap 

tahun juga ikut meningkat. Alokasi anggaran pemerintah dalam 

pendidikan bertujuan meningkatkan akses pengetahuan dan keterampilan, 

sementara pengeluaran dalam kesehatan bertujuan memberikan akses 

layanan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Keduanya berkontribusi pada peningkatan indeks pembangunan manusia 

di kota Bandung. 
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PENDAHULUAN 

Kemajuan suatu bangsa dan negara 

ditunjang oleh pembangunan dan 

pertumbuhan berbagai sektor kehidupan. 

Menurut Santoso dan Kharisma dalam 

Nahwan (2023), sektor ekonomi 

merupakan kunci pencapaian 

kemakmuran, stabilitas dan kemandirian 

bangsa. Untuk mencapai pertumbuhan 

ekonomi yang baik, maka sumber daya 

manusia harus baik pula. Pertumbuhan 

sektor ekonomi harus sejalan dengan 

pembangunan manusia sebagai 

pelakunya. Pembangunan secara umum 

dimaknai sebagai usaha mewujudkan 

kemajuan bangsa dengan taraf hidup 

yang lebih baik. Sebelum tahun 1970, 

pembangunan dipandang sebagai 

fenomena ekonomi yang menunjukkan 

pertumbuhan ekonomi yang pesat tetapi 

sebagian besar penduduknya tidak 

memiliki taraf hidup yang baik (Yuliani, 

2021). Pada akhir tahun 1970 sampai 

awal 1980-an, dunia dilanda resesi 

ekonomi, akibat resesi ekonomi tersebut 

melahirkan kebijakan desentralisasi 

fiskal sebagai upaya perbaikan kondisi 

ekonomi, yang merupakan devolusi 

kekuasaan fiskal dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah sebagai sarana 

peningkatan efisiensi pertumbuhan dan 

perkembangan ekonomi (Nanga & 

Hudang, 2023). Selain kebijakan 

desentralisasi fiskal, resesi ekonomi juga 

mendorong lahirnya konsep 

pembangunan manusia sebagai upaya 

perbaikan kelemahan pertumbuhan 

ekonomi yang tidak hanya memperhatikan 

aspek pendapatan, tetapi juga memperhatikan 

sektor pendidikan dan kesehatan. 

Kebijakan desentralisasi di Indonesia 

dimulai sejak memasuki era reformasi, yang 

ditandai dengan dikeluarkannya Undang-

Undang Otonomi Daerah, UU RI Nomor 22  

tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang 

mengalami revisi terakhir dengan UU RI 

Nomor 23 tahun 2014, yang berisi pemberian 

keluasan wewenang pada daerah, yang mana 

semua urusan pemerintahan merupakan urusan 

pemerintah daerah, dan pada pasal 11 UU 

Nomor 22 tahun 1999 menyatakan “Bidang 

pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh 

Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi 

pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan 

kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri 

dan perdagangan, penanaman modal, 

lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan 

tenaga kerja” (R. Indonesia, 2023). Kebijakan 

desentralisasi melimpahkan kewenangan 

keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah 

daerah (Safitri, 2022). Pemerintah pusat 

menjamin sumber keuangan lewat APBN yang 

disalurkan ke pemerintah daerah untuk 

mengelola anggaran tersebut ke beberapa pos 

anggaran, termasuk pendidikan dan kesehatan, 

yang nantinya akan dikelola daerah untuk 

pembangunan daerahnya. Menurut Sadono 

Sukirno dalam Aulia et al., (2023) pengeluaran 

pemerintah merupakan tindakan mengelola 

jalannya perekonomian dengan menentukan 

besaran penerimaan dan pengeluaran setiap 

tahun. Desentralisasi fiskal ini diharapkan 

dapat memberikan keleluasaan daerah untuk 

merancang kebijakan daerah yang sesuai 

http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE
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dengan kebutuhan dan kondisi daerah, 

serta mampu meningkatkan layanan 

publik terutama di sektor pendidikan dan 

kesehatan (Kaadafi et al., 2023). 

Sektor pendidikan dan kesehatan 

menjadi manifestasi negara dalam 

mewujudkan pembangunan manusia 

yang berkualitas. Kualitas manusia 

dianggap baik jika pendidikan dan 

kesehatanya dalam kondisi yang 

maksimal. Dengan pendidikan yang 

layak, maka mempunyai daya pikir yang 

lebih baik dan menjadikan manusia yang 

kreatif, sederhanyanya kualitas sumber 

daya manusia akan meningkat. Kesehatan 

yang baik mengakibatkan daya fisik 

manusia menjadi optimal, dapat bekerja 

lebih lama dan dengan beban yang lebih 

besar (Nursita & Edy, 2022). Pendidikan 

dipandang sebagai pondasi sumber daya 

manusia yang unggul, karena jika 

masyarakat dalam suatu negara tidak 

berpendidikan, maka negara akan 

tertinggal dalam kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Pendidikan 

merupakan serangkaian usaha terstruktur, 

terencana dan berkelanjutan dalam 

membina manusia menjadi individu yang 

lebih baik dalam menjalani kehidupan 

sebagai tujuannya (Herdiansyah & 

Kurniati, 2020). Lewat pendidikan, 

masyarakat menjadi individu yang 

bernilai dan memiliki kompetensi untuk 

bersaing secara positif dengan individu 

lain sehingga mampu mensejahterakan 

kehidupannya, dan dapat meningkatkan 

taraf hidupnya. Meningkatnya taraf hidup 

masyarakat berdampak pada 

pembangunan berbagai sektor yang ikut 

meningkat. Keberhasilan pembangunan 

manusia lewat pendidikan tidak terlepas 

dari manifestasi pembangunan manusia 

lewat sektor kesehatan. Hal tersebut 

dikarenakan pendorong produktivitas individu, 

keluarga, serta pendidikan berawal dari 

kesehatan. Setiap aktivitas dapat dijalankan 

dengan baik jika jasmani dan rohani sehat 

(Aurelya et al., 2022). Bahkan beberapa ahli 

ekonomi memandang kesehatan sebagai 

fenomena ekonomi, baik sebagai investasi 

maupun variabel stok yang mempengaruhi 

nilai tambah produksi barang dan jasa (Kaadafi 

et al., 2023). Negara perlu menginvestasikan 

sejumlah anggaran pada kedua sektor tersebut, 

agar negara bisa tumbuh lewat pembangunan 

manusia yang berkualitas. Kebijakan Indonesia 

dalam menyikapi urgensi pendidikan dan 

Kesehatan dalam pembangunan manusia untuk 

memajukan negara dengan menetapkan UU 

No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 31 ayat 4 yang mengatur alokasi 

anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD 

(P. P. Indonesia, 2003). Sementara untuk 

sektor kesehatan ditetapkan dalam UU No. 36 

tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa 

anggaran kesehatan dialokasikan minimal 10% 

dari APBD (P. P. Indonesia, 2009). Atas 

kebijakan desentralisasi fiskal, maka setiap 

daerah di Indonesia memegang peranan 

penting dalam mensejahterakan masyarakat di 

daerah untuk bisa mendapatkan pendidikan 

yang berkualitas dan akses kesehatan yang 

baik, maka setiap daerah perlu mengelola 

anggaran daerahnya secara bijak, dengan 

harapan terpenuhinya pembangunan manusia 

yang merata.  Pendidikan dan kesehatan 

merupakan aspek penyusun pembangunan 

manusia. Konsep pembangunan manusia 

diperkenalkan pertama kali oleh United 

Nations Development Program (UNDP) tahun 

1990. Gagasan ini muncul sebagai pandangan 

bahwa manusia merupakan tujuan akhir 

pembangunan dalam menciptakan lingkungan 

yang produktif sehingga hidup sehat dan umur 

panjang, bukan hanya sebagai input (Karyono 

et al., 2020). Untuk mengukur pembangunan 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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manusia, diperkenalkan satu pendekatan 

yang disebut Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). IPM adalah pendekatan 

pengukuran keberhasilan pembangunan 

manusia yang meliputi 3 aspek mendasar, 

yaitu kesehatan, pendidikan dan 

kehidupan layak (Herdiansyah & 

Kurniati, 2020). Tingginya IPM suatu 

negara atau daerah menjadi indikasi 

keberhasilan serta keseriusan pemerintah 

pusat maupun daerah dalam membangun 

daerahnya serta negara (Rahmah et al., 

2023). Komponen IPM yang membangun 

aspek kesehatan yaitu usia harapan hidup, 

sedangkan komponen aspek pendidikan 

meliputi harapan lama sekolah dan rerata 

lama sekolah. Adapun aspek 

kesejahteraan ditinjau dari komponen 

pengeluaran perkapita. Dengan 

pengeluaran yang dilakukan pemerintah 

daerah pada sektor pendidikan dan 

kesehatan diharapkan dapat 

meningkatkan indeks pembangunan 

manusia di daerah tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, untuk 

membangun negara yang memiliki 

kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya, 

dan industri yang siap bersaing, maka 

perhatian dan keseriusan dalam 

peningkatan pembangunan manusia 

menjadi penting. Dewasa ini 

desentralisasi fiskal menjadi pilihan 

dalam pelaksanaan kebijakan dan 

pemutusan kewenangan karena setiap 

daerah dianggap lebih tahu akan 

kebutuhan dan kondisi daerahnya, 

termasuk di Indonesia. Daerah memiliki 

kewenangan untuk mengelola daerahnya 

termasuk dalam upaya pembangunan 

manusia. Setiap tahun APBD mengalami 

peningkatan dan IPM juga ikut 

meningkat, meskipun terdapat 

peningkatan yang tidak terlalu jauh 

berbeda. Berdasarkan hal tersebut dapat 

diasumsikan bahwa pengeluaran pemerintah 

dapat mempengaruhi IPM, untuk mengetahui 

apakah pengeluaran pemerintah sektor 

pendidikan dan kesehatan mempengaruhi IPM, 

berikut beberapa ahli telah melakukan 

penelitian terkait pengaruh pengeluaran 

pemerintah dan faktor lainnya terhadap IPM.  

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia et 

al., (2023) di Kota Mataram periode 2012-

2021 yang menggunakan analisis regresi linear 

berganda, hasil uji F menunjukkan bahwa 

pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, 

kesehatan dan pendapatan per kapita 

berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sejalan 

dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian 

yang dilakukan Muhammad & Rahmi (2023), 

dengan objek penelitian di Provinsi Jawa Barat, 

menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah 

berpengaruh terhadap IPM Provinsi Jawa 

Barat. Penelitian yang dilakukan Pramestry & 

Marseto (2022) di Kabupaten Jombang, 

dengan analisis linear berganda menunjukkan 

bahwa pengeluaran pemerintah di sektor 

pendidikan dan kesehatan tidak mempengaruhi 

IPM, tetapi produk domestik regional bruto 

mempengaruhi IPM secara signifikan. Uji t 

pada hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Mahuze et al., (2022) di Kabupaten Boven 

Digoel, mendapatkan hasil bahwa pengeluaran 

pemerintah sektor pendidikan berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap IPM, 

sedangkan pengeluaran pemerintah di sektor 

kesehatan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap IPM. Penelitian yang dilakukan 

Kaadafi et al., (2023) di Kota Langsa yang 

menggunakan uji t menunjukkan hasil berbeda, 

penelitian ini menunjukkan pengaruh positif 

pengeluaran pemerintah bidang pendidikan 

terhadap IPM dan pertumbuhan ekonomi tetapi 

pengeluaran pemerintah bidang kesehatan 

berpengaruh negatif terhadap IPM dan positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Beragamnya 

hasil penelitian terdahulu disebabkan faktor 

data yang diperoleh, objek penelitian, periode 
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data yang digunakan dan variabel yang 

digunakan. 

Adapun penulisan penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisa pengaruh pengeluaran 

pemerintah sektor pendidikan dan 

kesehatan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di Kota Bandung pada tahun 

2013-2022. Lewat penelitian ini dapat 

diketahui pengaruh pengeluaran 

pemerintah daerah Kota Bandung 

terutama pada sektor pendidikan dan 

kesehatan terhadap indeks pembangunan 

manusia di Kota Bandung, sehingga bisa 

dijadikan rujukan pengambilan kebijakan 

daerah dan penambah referensi mengenai 

pengeluaran pemerintah bidang 

pendidikan dan kesehatan serta IPM 

terkhusus di Kota Bandung. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan 

pendekatan kuantitatif dengan metode 

analisis regresi linear berganda untuk 

mengetahui pengaruh pengeluaran 

pemerintah sektor pendidikan dan 

kesehatan terhadap IPM di Kota Bandung 

tahun 2013-2022. Pendekatan kuantitatif 

merupakan penelitian yang sifatnya 

inferensial, dalam artian pengambilan 

kesimpulan didasari hasil uji hipotesis 

secara statistik dengan data empirik dan 

dilakukan pengukuran pada data hasil 

pengumpulannya (Djaali, 2020). Data 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder, merupakan data 

yang didapatkan melalui dokumen atau 

survei yang dilakukan orang lain yang 

bentuknya time series (kurun waktu) 

tahun 2013-2022. Data sekunder pada 

penelitian ini bersumber dari BPS (Badan 

Pusat Statistika) Kota Bandung, laporan 

realisasi anggaran Dinas Pendidikan 

pemerintah Kota Bandung, data APBD kota 

Bandung, dan laporan realisasi anggaran Dinas 

Kesehatan kota Bandung, data APBD kota 

Bandung. Untuk mengumpulkan data, 

dilakukan dengan teknik dokumentasi. Teknik 

dokumentasi menurut Sugiyono (2018) adalah 

cara pengumpulan data yang berbentuk arsip, 

dokumen gambar dan tulisan angka serta 

laporan yang mendukung penelitian. Data 

dianalisis menggunakan uji asumsi klasik, 

analisis linear berganda, uji koefisien regresi 

parsial (uji t), uji signifikansi simultan (uji f) 

dan uji koefisien determinasi (R2) yang 

dilakukan pada variabel pengeluaran 

pemerintah sektor pendidikan (X1), variabel 

pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X2) 

dan variabel indeks pembangunan manusia 

(Y). Data variabel X1 dan X2 diambil dari data 

perhitungan APBD Kota Bandung sektor 

pendidikan dan kesehatan sejak tahun 2013 

sampai tahun 2022 dan untuk variabel Y 

berdasarkan pengukuran dari hasil survei yang 

telah dilakukan BPS Kota Bandung. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pendidikan memegang peranan penting 

dalam menentukan arah pembangunan suatu 

negara. Peran pendidikan sebagai landasan 

utama  kemajuan sosial, ekonomi dan politik 

tidak bisa diabaikan. Di tengah dinamika 

global yang semakin kompleks, negara-negara 

yang  mencapai pembangunan berkelanjutan 

seringkali didorong oleh sistem pendidikan 

yang kuat dan efektif. Pemerintah sebagai 

garda depan perencanaan dan implementasi 

kebijakan, memahami betapa pentingnya 

pendidikan dalam pembangunan manusia demi 

membentuk masa depan negara yang maju. Itu 

sebabnya pemerintah mengambil langkah 

serius dengan mengalokasikan dana yang 

cukup untuk berinvestasi di sektor pendidikan. 

Pendekatan ini tidak hanya berarti pemenuhan 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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hak setiap orang atas pendidikan, namun 

juga merupakan investasi strategis untuk 

menciptakan nasib positif dalam 

pembangunan manusia yang secara data 

dapat diamati lewat indeks pembangunan 

manusia di negara tersebut. Ini sejalan 

dengan yang dikatakan Rahim et al., 

(2021) bahwa untuk meningkatkan IPM 

negara harus menginvestasikan dan yang 

cukup untuk pendidikan. Dengan 

lahirnya kebijakan desentralisasi tentu setiap 

daerah memiliki hak dalam mengelola 

keuangan daerahnya pada setiap sektor 

kehidupan. Kota Bandung turut berinvestasi 

pada pendidikan dalam upaya mencerdaskan 

kehidupan masyarakat Bandung. Hal ini dapat 

diketahui melalui laporan realisasi anggaran 

pendidikan Kota Bandung yang tersaji sejak 

tahun 2013-2022 pada tabel 1. 

Tabel 1: Realisasi Anggaran Pemerintah Bidang Pendidikan Kota Bandung tahun 2013-

2022 

Sumber: Data APBD Kota Bandung 

Berdasarkan laporan realisasi 

anggaran pemerintah kota, data APBD 

Kota Bandung, pengeluaran pemerintah 

Kota Bandung dalam menginvestasikan 

sejumlah anggaran pada sektor 

pendidikan pada tahun 2013-2022 

berbeda-beda dan mengalami naik turun. 

Jumlah pengeluaran pemerintah terendah 

di bidang pendidikan yaitu pada tahun 

2013 sebesar Rp.262.569.106.396,00 

sedangkan jumlah pengeluaran 

pemerintah tertinggi di bidang 

pendidikan yaitu pada tahun 2022 sebesar 

Rp.2.033.987.074.760,00. 

Selain Pendidikan, kesehatan dipandang 

sebagai salah satu faktor utama dalam 

pembangunan sumber daya manusia dan 

mempunyai pengaruh yang sangat penting 

terhadap pembangunan bangsa. Kesehatan 

bukan hanya sebagai sebuah investasi, namun 

sebagai kebutuhan utama yang harus dipenuhi, 

maka keberlangsungan dan kemajuan  

masyarakat  sangat bergantung pada kualitas 

kesehatan masyarakat yang termasuk di 

dalamnya. Dalam hal ini, penting bagi 

pemerintah untuk mengalokasikan dana yang 

cukup dan tepat sasaran pada sektor kesehatan. 

Dengan anggaran yang cukup, ketersediaan 
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pelayanan kesehatan yang berkualitas, 

pelatihan tenaga medis, dan distribusi 

obat dan vaksin yang memadai dapat 

terjamin. Penganggaran terhadap 

kesehatan dapat dianggap sebagai 

investasi jangka panjang dan kebutuhan 

untuk mencapai keberlanjutan dan 

meningkatkan kualitas hidup seluruh 

masyarakat. Sejalan dengan pendapat 

Mongan (2019) bahwa kecukupan dana 

untuk pelayanan kesehatan, 

pembangunan fasilitas kesehatan, dan 

program kesehatan memungkinkan 

masyarakat untuk mengakses layanan 

kesehatan berkualitas dengan lebih 

mudah dan cepat. Hal ini termasuk akses 

ke posiandu, imunisasi, langkah preventif 

dan pengobatan penyakit menular, serta 

program kesehatan reproduksi. Dengan 

meningkatnya akses dan mutu layanan 

kesehatan, maka angka kematian ibu dan bayi 

dapat menurun, dan masyarakat dapat lebih 

sehat dan produktif sehingga dapat 

meningkatkan IPM. Alokasi anggaran sektor 

kesehatan di Kota Bandung tidak sama setiap 

tahunnya, dikarenakan pendapatan daerah dan 

negara yang berbeda-beda, serta kebutuhan 

yang berbeda untuk setiap tahun anggaran. 

Untuk mengetahui anggaran yang dikeluarkan 

pemerintah Kota Bandung pada tahun 2013-

2022 maka tersaji pada tabel 2 yang disusun 

berdasarkan laporan realisasi anggaran 

pemerintah pada sektor kesehatan Kota 

Bandung. 

Tabel 2: Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Kota Bandung tahun 

2013-2022 

 

Sumber: APBD Kota Bandung 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa 

realisasi pengeluaran pemerintah bidang 

kesehatan tahun 2013-2022 mengalami 

naik turun. Jumlah pengeluaran 

pemerintah terendah di sektor kesehatan yaitu 

pada tahun 2013 sebesar 

Rp218.353.767.264,00 sedangkan jumlah 

pengeluaran pemerintah tertinggi di sektor 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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kesehatan yaitu pada tahun 2022 sebesar 

Rp1.011.437.503.252,00. 

Pengalokasian dana oleh 

pemerintah sektor pendidikan dan sektor 

kesehatan merupakan strategi yang 

diarahkan untuk meningkatkan indeks 

pembanguna manusia (IPM). IPM 

berfungsi sebagai penentu prioritas 

pembangunan untuk mengidentifikasi 

dimensi-dimensi yang memerlukan 

perhatian lebih, sehingga pemerintah 

dapat merumuskan kebijakan yang tidak 

hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi 

tetapi juga pemberdayaan masyarakat di semua 

lapisan. Data IPM memberikan gambaran 

objektif mengenai sejauh mana kebijakan dan 

program pembangunan berdampak positif 

terhadap kualitas hidup masyarakat. 

Pemerintah dapat lebih efektif menyesuaikan 

strategi pembangunan dengan kebutuhan nyata 

masyarakat. IPM Kota Bandung setiap tahun 

mengalami peningkatan, tetapi pada masa 

pandemi Covid-19 tahun 2020 sempat 

mengalami penurunan namun bisa 

ditingkatkan kembali pada tahun 2021. Hal 

tersebut dapat dilihat pada grafik kenaikan IPM 

kota Bandung yang tersaji pada gambar 1.

 

 
Gambar 1: Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kota Bandung tahun 2013-2022 

Sumber: Publikasi BPS Kota Bandung 

Berdasarkan publikasi BPS Kota 

Bandung, IPM di Kota Bandung 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha 

yang dilakukan pemerintah Kota 

Bandung sudah menunjukkan hasil yang 

maksimal dalam peningkatan angka IPM 

di Kota Bandung.  

Adanya peningkatan IPM Kota 

Bandung, tentunya dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Menurut Nur Baeti 

dalam Fajri (2021) bahwa IPM berguna untuk 

mengukur dampak dari upaya peningkatan 

modal manusia dan pembangunan manusia 

menjadi komponen pembangunan melalui 

pemberdayaan penduduknya dalam 

meningkatkan kehidupan dasar manusia, 

pembangunan yang dimaksud sebelumnya 

dihitung dari ukuran besar dan kecil angka 

pendidikan, kesehatan dan daya beli. 

Pemerintah daerah Kota Bandung berperan 

dalam peningkatan kehidupan dasar warga 

Bandung melalui pengalokasian anggaran pada 
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sektor pendidikan dan kesehatan. 

Pengukuran IPM disusun dalam beberapa 

indikator, yaitu Angka Harapan Hidup 

(AHH), harapan lama sekolah, rata lama 

sekolah dan pengeluaran per kapita. 

Untuk meningkatkan angka harapan lama 

sekolah dan rata lama sekolah tentu perlu 

ditunjang dengan penyediaan 

infrastruktur yang baik dan merata, 

sehingga penting untuk pemerintah, 

khususnya pemerintah daerah Kota 

Bandung mengeluarkan anggaran pada 

sektor pendidikan, sebagai upaya 

peningkatan produktivitas masyarakat. 

Sama halnya pada sektor kesehatan, 

peningkatan angka harapan hidup 

didukung oleh upaya pemerintah dalam 

mengeluarkan anggaran dengan tujuan 

peningkatan derajat kesehatan di 

daerahnya. Berdasarkan hal tersebut, dan 

beberapa perbedaan hasil penelitian 

terdahulu, menjadi alasan peneliti untuk 

mengetahui seberapa besar pengeluaran 

pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan 

mempengaruhi peningkatan IPM di Kota 

Bandung pada tahun 2013 sampai 2022.  

Untuk melakukan analisis pengaruh 

pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan 

kesehatan terhadap IPM di Kota Bandung 

tahun 2013-2022, maka dilakukan uji asumsi 

klasik untuk menguji data yang diperoleh. 

Menurut Suhendi & Astuti (2023)  masalah 

Normalitas, multikolinearitas, 

heteroskedastisitas, dan autokorelasi adalah 

beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar 

estimator valid dan dapat dipercaya. Data yang 

sudah melalui uji asumsi klasik, kemudian 

dianalisis menggunakan regresi linear 

berganda sehingga menghasilkan data yang 

tersaji pada tabel 3. 

Tabel 3: Pengaruh Pengeluaran pemerintah di bidang Pendidikan dan pengeluaran 

pemerintah di bidang Kesehatan terhadap Indeks pembangunan manusia 

 

 Sumber: Data diolah SPSS, 2024 

Berdasarkan tabel hasil 

pengelolaan di atas, diketahui bahwa 

fungsi persamaan sebagai berikut.  

Y= 26,432 + 0,405 X1 + 1.597 X2  (1) 

Hasil uji normalitas menggunakan 

SPSS menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) yang didapat sebesar 0,185 > 0,05 

maka disimpulkan data terdistribusi secara 

normal karena nilai signifikansi yang didapat 

lebih besar dari 0,05. Kemudian dari hasil uji 

multikolinearitas data didapatkan bahwa 

variabel independen (pengeluaran pemerintah 

sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah 

sektor kesehatan) memiliki nilai tolerance 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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0,461 lebih besar dari 0,100 dan VIF 

2,171 kurang dari 10,00, maka asumsi 

multikolinearitas sudah terpenuhi atau 

tidak memiliki gejala multikolinearitas. 

Dari hasil uji heteroskedastistias (uji 

park), jika nilai signifikansi lebih besar 

dari 0,05 maka disimpulkan data tidak 

terjadi gejala heteroskedastisitas, 

berdasarkan hasil olah data menggunakan 

SPSS ditemukan bahwa variabel X1 

(pengeluaran pemerintah di bidang 

pendidikan) memiliki nilai signifikansi 

0,04 dan variabel X2 (pengeluaran 

pemerintah di bidang kesehatan) 

memiliki nilai signifikansi 0,80 karena 

variabel dependen (X1 dan X2) memiliki 

nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka 

tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 

atau uji heteroskedastisitas sudah 

terpenuhi. Uji autokorelasi juga 

dilakukan untuk menguji data yang 

diperoleh, berdasarkan ketentuan uji 

autokorelasi menurut hasil Durbin 

Watson (DU<D<4-DU = tidak terjadi 

autokorelasi) dapat disimpulkan tidak 

terjadi gejala autokorelasi karena hasil 

olah data menunjukkan 

1,6413<2.169<2.3587. Setelah 

terpenuhinya ketentuan uji asumsi klasik, 

kemudian dilakukan uji linear berganda 

untuk mengetahui pengaruh dari X1 dan 

X2 terhadap Y.  

Hasil penelitian dan perhitungan uji 

regresi linear berganda pada variabel 

pengeluaran pemerintah bidang 

pendidikan (X1) pertanda positif sebesar 

0,405 artinya menunjukkan setiap 

kenaikan 1% pengeluaran pemerintah 

bidang pendidikan maka indeks 

pembangunan manusia tidak mengalami 

perubahan sesuai dengan nilai yaitu 

sebesar 0,405%. Berdasarkan uji 

koefisien regresi parsial (uji t) pada 

variabel pengeluaran pemerintah bidang 

pendidikan juga menunjukkan bahwa t hitung 

lebih kecil dari t tabel (2,046<2.306004135) 

dan nilai signifikansi yang lebih besar dari 1% 

(0,080>1%). Dari hasil uji t pada variable 

dependen (X1) dapat dikatakan bahwa 

pengeluaran pemerintah bidang pendidikan 

berpengaruh dan signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di kota Bandung 

tahun 2013-2022. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian Sidabutar et al., (2020) menyatakan 

bahwa pengeluaran pemerintah dibidang 

pendidikan berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap indeks pembangunan manusia. 

Alasannya semakin tinggi nilai IPM 

mengakibatkan semakin rendah tingkat 

Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan 

dan Kemiskinan. Hal ini disebabkan IPM 

mengindikasikan tingkat pembangunan pada 

pendidikan yang akan mengakibatkan 

menurunnya tingkat kemiskinan.  

Hasil penelitian dan perhitungan uji 

regresi linier berganda pada variabel 

pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X2) 

bertanda positif sebesar 1,597, artinya 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% 

pengeluaran pemerintah bidang kesehatan 

maka indeks pembangunan manusia 

mengalami peningkatan sebesar 1,758%. 

Berdasarkan hasil uji koefisien regresi parsial 

(uji t) pada variabel pengeluaran pemerintah 

bidang kesehatan menunjukkan t hitung 

sebesar 4,271, artinya t hitung lebih besar dari 

t tabel sebesar 2.306004135 serta nilai 

signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 

(0,004>0,05). Dari hasil tersebut dapat 

dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah 

bidang kesehatan secara parsial memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap 

indeks pembangunan manusia di kota Bandung 

tahun 2013-2020. Hasil ini sejalan dengan riset 

yang dilakukan oleh Suhendi & Astuti (2023) 

menyatakan pengeluaran ini memiliki 
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hubungan positif dan signifikan terhadap 

IPM di Provinsi Papua. Menurutnya, 

pengeluaran pemerintah yang rendah 

pada bidang kesehatan membuat kurang 

memadainya kualitas kesehatan di 

Provinsi Papua seperti kurangnya 

infrastruktur yang memadai dan alat 

pendukung untuk layanan kesehatan. 

Kurangnya kualitas layanan kesehatan 

tentu akan membuat kualitas kesehatan 

masyarakat Papua akan menurun 

sehingga akan berimbas kepada salah 

satu indikator penunjang HDI (Human 

Development Index yaitu berkurangnya 

angka harapan hidup. Dengan tidak 

terpenuhinya salah satu indikator 

penunjang IPM tersebut maka akan 

membuat tingkat IPM di Provinsi Papua 

sulit untuk meningkat.  

Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dengan menggunakan uji 

signifikansi simultan (uji f) diperoleh 

hasil f hitung lebih besar dari f tabel 

(38,284>5,317655072) maka 

disimpulkan bahwa secara simultan atau 

secara bersama-sama ada pengaruh yang 

signifikan antara pengeluaran pemerintah 

bidang pendidikan dan pengaruh 

pengeluaran pemerintah bidang 

kesehatan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) di kota Bandung tahun 

2013-2022. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan Aulia 

et al., (2023) di Kota Mataram yang 

menunjukkan pengeluaran pemerintah 

bidang pendidikan dan kesehatan secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap IPM 

di Kota Mataram tahun 2012-2021. 

Selain itu, seperti yang ditunjukkan oleh 

Ananda et al., (2021) yang menemukan 

bahwa Pengeluaran pemerintah bidang 

pendidikan dan kesehatan secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh 

dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) pada kabupaten Kawasan 

perbatasan negara Provinsi Kalimantan Barat 

tahun 2010-2019. Peningkatan peningkatan 

pendidikan dan kesehatan melaui alokasi 

pengeluaran pemerintah disuatu negara 

menjadi sangat penting artinya bagi 

pembangunan negara tersebut. (Ananda et al., 

2021) 

Hasil uji koefisien determinasi (uji R2) 

memperkuat analisis data menggunakan uji f, 

yang bertujuan untuk mengetahui seberapa 

jauh variabel bebas (X1 dan X2) mempu 

mempengaruhi variabel terikat (Y), dan 

ditemukan bahwa variabel X1 dan X2 

memberikan sumbangan pengaruh secara 

bersama-sama sebesar 89,2% terhadap variabel 

Y sedangkan sisanya sebesar 10,8% 

dipengaruhi variabel lain. Hal ini sesuai dengan 

kejadian di lapangan bahwa setiap kenaikan 

anggaran pemerintah pada bidang pendidikan 

dan kesehatan di setiap tahunnya, maka 

meningkatkan pula indeks pembangunan 

manusia di Kota Bandung pada tahun 2013-

2022. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Aulia et al., (2023) 

di Kota Mataram yang menunjukkan 

pengeluaran pemerintah bidang pendidikan 

dan kesehatan secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap IPM di Kota Mataram 

tahun 2012-2021. Hasil penelitian ini juga 

sejalan dengan yang terjadi pada Kabupaten 

Kawasan perbatasan negara Provinsi 

Kalimantan Barat yang dilakukan Ananda et 

al., (2021), secara parsial ditemukan adanya 

pengaruh pengeluaran pemerintah bidang 

pendidikan terhadap IPM, dan pengeluaran 

pemerintah bidang kesehatan juga berpengaruh 

terhadap IPM. Dari penelitian yang dilakukan 

Aulia et al., (2023); Ananda et al., (2021)  

menunjukkan adanya pengaruh secara simultan 
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antara pengeluaran pemerintah bidang 

pendidikan dan kesehatan terhadap IPM 

yang sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan di Kota Bandung tahun 2013-

2022 pada penulisan penelitian ini. 

Hasil olah data menunjukkan 

pengeluaran pemerintah dibidang 

pendidikan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap indeks pembangunan 

manusia di kota Bandung. Ini 

dikarenakan dana yang memadai untuk 

sektor pendidikan memungkinkan 

penyediaan fasilitas pendidikan yang 

baik, termasuk sarana belajar, buku, dan 

tenaga pendidik yang berkualitas, 

sehingga mendukung terciptanya 

lingkungan belajar yang kondusif dan 

memberikan peluang yang setara bagi 

semua individu. Pendidikan yang 

berkualitas juga memainkan peran 

penting dalam mengurangi kesenjangan 

sosial dan ekonomi, memberikan 

kesempatan yang setara untuk semua 

lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 

yang dikatakan Febrianto & Esther 

(2023)dana Anggaran Pendidikan 

mempunyai korelasi yang positif dan 

signifikan dengan Indeks Pembangunan 

Manusia. Dengan pengalokasian dana 

dibidang Pendidikan, lebih banyak orang 

akan memiliki kesempatan untuk pergi ke 

sekolah dan memperoleh pengetahuan 

yang luas. Selain itu, peningkatan sumber 

daya manusia akan berdampak pada 

peningkatan IPM di Indonesia, yang 

menunjukkan peran pemerintah dalam 

mengatasi berbagai masalah yang 

dihadapi masyarakat. dan juga menurut 

Paramita (2020) pengalokasian dana, 

khususnya di bidang pendidikan, 

diharapkan lebih besar untuk kemajuan 

daerah dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Belanja modal ini dapat berupa 

pembangunan gedung, sarana dan prasarana 

yang memadai untuk kenyamanan bersekolah 

Hubungan positif dan signifikan antara 

pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan 

dan Indeks Pembangunan Manusia terjadi, 

karena dengan naiknya dana anggaran 

kesehatan, peluang masyarakat untuk hidup 

sehat dan pengobatan yang layak meningkat, 

dan pendistribusian kesehatan akan lebih tepat 

sasaran ke daerah terpencil. Alokasi anggaran 

yang memadai di bidang kesehatan 

berkontribusi pada peningkatan harapan hidup, 

penurunan angka kematian, dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Kesehatan yang 

baik juga memiliki dampak pada produktivitas 

tenaga kerja, mengurangi absensi kerja akibat 

penyakit, dan meningkatkan kemampuan kerja 

secara keseluruhan. Selain itu, investasi dalam 

kesehatan membantu mengatasi 

ketidaksetaraan akses ke layanan kesehatan, 

sehingga memberikan manfaat bagi 

masyarakat. Dengan masyarakat yang sehat, 

produktifitas ekonomi dapat meningkat. Hal ini 

sesuai dengan teori human capital yang 

dikemukakan oleh Muslihatinningsih et al., 

(2023) yang menyatakan bahwa kondisi 

kesehatan masyarakat merupakan faktor 

penting tercapainya kesejahteraan hidup, tanpa 

kesehatan warga negara akan menjadi beban 

negara. Dengan kondisi kesehatan yang baik 

akan menghasilkan SDM yang berkualitas, 

yang dapat dimanfaatkan potensinya secara 

efektif dan efisien dalam proses pembangunan. 

Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan 

merupakan kewajiban pemerintah kepada 

rakyatnya karena kesehatan merupakan Hak 

Asasi Manusia, pemerintah juga berkewajiban 

untuk mengalokasikan tiap pengeluaran sektor 

kesehatan secara merata, sehingga manfaatnya 

dapat dirasakan oleh seluruh lapisan 

masyarakat.  

Hasil penelitian juga menunjukkan 

bahwa pengeluaran pemerintah di bidang 

http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


13 | Lisa Nursita, Marwiyah Windah Wael, Dewi Amanda, Rema Wahyuni, Muhammad Amri. 

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di Kota Bandung (2013-2022) 

This is an open-access article under the CC-BY-SA License 

Copyright ©2025, The Author(s) 

Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI) 

| e-ISSN 2541-0938 p-ISSN 2657-1528 

 

pendidikan dan pengeluaran pemerintah 

di bidang kesehatan secara bersama-sama 

(simultan) mempengaruhi indeks 

pembangunan manusia. Alokasi anggaran 

pemerintah dalam pendidikan bertujuan 

meningkatkan akses pengetahuan dan 

keterampilan, sementara pengeluaran 

dalam kesehatan bertujuan memberikan 

akses layanan kesehatan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Keduanya berkontribusi pada 

peningkatan indeks pembangunan 

manusia di kota Bandung. 

PENUTUP 

Pengeluaran pemerintah Kota 

Bandung sektor pendidikan secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap IPM Kota Bandung. Sama 

halnya dengan sektor kesehatan, 

pengeluaran pemerintah Kota Bandung 

sektor kesehatan secara parsial juga 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap IPM di Kota Bandung. 

Sedangkan secara simultan atau 

bersamaan, pengeluaran pemerintah 

sektor pendidikan dan kesehatan 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap IPM Kota Bandung. Untuk 

meningkatkan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) di Kota Bandung, maka 

pemerintah daerah Kota Bandung harus 

memperhatikan kedua sektor, yang 

artinya sektor pendidikan dan kesehatan 

tidak bisa dipisahkan dalam 

mengupayakan pembangunan manusia di 

Kota Bandung. Alokasi anggaran 

pemerintah dalam pendidikan bertujuan 

meningkatkan akses pengetahuan dan 

keterampilan, sementara pengeluaran 

dalam kesehatan bertujuan memberikan 

akses layanan kesehatan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Keduanya berkontribusi pada 

peningkatan indeks pembangunan manusia di 

kota Bandung.  
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